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Persyaratan - Baru

No
.

Syarat Deskripsi Jenis Pemohon Ket. Format
Persyaratan

1 Surat Permohonan Bermaterai
Ditujukan Kepada Kepala
DPMPTSP Provinsi Sulawesi
Tenggara

Surat Permohonan Bermaterai
Ditujukan Kepada Kepala
DPMPTSP Provinsi Sulawesi
Tenggara

Perorangan,
Perusahaan

Wajib -

2 Rekaman NPWP Pemohon Rekaman NPWP Pemohon Perorangan,
Perusahaan

Wajib -

3 Rekaman Identitas Pemohon Rekaman Identitas Pemohon Perorangan,
Perusahaan

Wajib -

4 Rekaman NPWP
Perusahaan/Organisasi/Instansi

Rekaman NPWP
Perusahaan/Organisasi/Instansi

Perusahaan Wajib -

5 Profil Perusahaan Meliputi Akta
Pendirian dan Perubahan
Terakhir Yang Telah Disahkan
Oleh KEMENKUMHAM,
Komposisi Kepemilikan Saham,
Susunan Pengurus, dan Bidan
Usaha Perusahaan

Profil Perusahaan Meliputi Akta
Pendirian dan Perubahan Terakhir
Yang Telah Disahkan Oleh
KEMENKUMHAM, Komposisi
Kepemilikan Saham, Susunan
Pengurus, dan Bidan Usaha
Perusahaan

Perusahaan Wajib -

6 Pertimbangan Teknis Ketersedian
Lahan Dari Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertimbangan Teknis Ketersedian
Lahan Dari Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Perorangan,
Perusahaan

Wajib -

7 Rencana Kerja Pembangunan
Kebun Perusahaan (Termasuk
Rencana Fasilitasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar)

Rencana Kerja Pembangunan
Kebun Perusahaan (Termasuk
Rencana Fasilitasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar)

Perusahaan Wajib -

8 Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang
Kesanggupan Perusahaan Untuk
Memiliki Sumber Daya Manusia,
Sarana, Prasarana dan Sistem
Untuk Melakukan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT)

Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang Kesanggupan
Perusahaan Untuk Memiliki
Sumber Daya Manusia, Sarana,
Prasarana dan Sistem Untuk
Melakukan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT)

Perusahaan Wajib -

9 Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang
Kesanggupan Perusahaan Untuk
Memiliki Sumber Daya Manusia,
Sarana, Prasarana dan Sistem
Untuk Melakukan Pembukaan
Lahan Tanpa Bakar Serta
Pengendalian Kebakaran

Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang Kesanggupan
Perusahaan Untuk Memiliki
Sumber Daya Manusia, Sarana,
Prasarana dan Sistem Untuk
Melakukan Pembukaan Lahan
Tanpa Bakar Serta Pengendalian
Kebakaran

Perusahaan Wajib -

10 Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang

Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang Kesanggupan

Perusahaan Wajib -
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Kesanggupan Perusahaan Untuk
Memfasilitasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar Yang
Dilengkapi Dengan Rencana Kerja
dan Rencana Pembiayaan

Perusahaan Untuk Memfasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat
Sekitar Yang Dilengkapi Dengan
Rencana Kerja dan Rencana
Pembiayaan

11 Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang
Kesanggupan Perusahaan Untuk
Melaksanakan Kemitraan Dengan
Pekebun, Karyawan dan/atau
Masyarakat Sekitar Perkebunan

Surat Pernyataan Direktur
Perusahaan Tentang Kesanggupan
Perusahaan Untuk Melaksanakan
Kemitraan Dengan Pekebun,
Karyawan dan/atau Masyarakat
Sekitar Perkebunan

Perusahaan Wajib -

12 Surat Pernyataan Dari
Perusahaan Bahwa Status
Perusahaan Perkebunan Sebagai
Usaha Mandiri atau Bagian Dari
Kelompok (Grup) Perusahaan
Perkebunan Belum Menguasai
Lahan Melebihi Batas Paling Luas
Yang Diatur Dalam Peraturan
Menteri Pertanian Tentang
Pendoman Perizinan Usaha
Perkebunan

Surat Pernyataan Dari Perusahaan
Bahwa Status Perusahaan
Perkebunan Sebagai Usaha
Mandiri atau Bagian Dari
Kelompok (Grup) Perusahaan
Perkebunan Belum Menguasai
Lahan Melebihi Batas Paling Luas
Yang Diatur Dalam Peraturan
Menteri Pertanian Tentang
Pendoman Perizinan Usaha
Perkebunan

Perusahaan Wajib -

13 Surat Bebas Fiskal dari Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara

Surat Bebas Fiskal dari Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara

Perorangan,
Perusahaan

Wajib -

14 Surat Kuasa Surat kuasa
bermaterai bila pengajuan
permohonan tidak dilakukan
secara langsung oleh Pemilik /
Ketua / Kepala / Pimpinan
Badan Usaha

Surat Kuasa Surat kuasa bila
pengajuan permohonan tidak
dilakukan secara langsung oleh
Pemilik / Ketua / Kepala /
Pimpinan Badan Usaha

Perorangan,
Perusahaan

Optional -

15 Rekaman KTP Kuasa Foto Copy KTP Kuasa Perorangan,
Perusahaan

Optional -

16 Berkas Permohonan Rangkap 2
(khusus untuk permohonan
offline dengan membawa berkas
fisik)

Berkas Persyaratan 2 Rangkap
(khusus permohonan offline
dengan berkas fisik)

Perorangan,
Perusahaan

Optional -
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